1. Nama : Drs. H. ARBAIS,M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah UPT SMPN 6 Koto XI Tarusan

Unit Kerja : UPT SMPN 6 Koto XI Tarusan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SMPN 6 Koto XI Tarusan Kabupaten

- Pesisir Selatan, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
. 2. Nama . dr. YESSY RIVAI
: Jabatan : Kepala Puskesmas Tarusan

Unit Kerja : Puskesmas Tarusan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Tarusan selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

pa gi ketentuan hokum yang berlaku, kedua belah pihaksepakat mengadakan perjanjian
rjasama &ﬂn“ 1 ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari pihak pertama
2. Pihak kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada pihak kedua

PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 2
1. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua Kepada siswa disekolah yang dikelola oleh
Pihak Pertama dengan ketentuan :
a. Antara Pihak Pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian
kerjasama Pelayanan Kesehatan
b. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan
terdaftar disekolah tersebut.
2. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak adalah sebagai berikut :
a. Pemberian Imunisasi kepada siswa yang termasuk sasaran program
b. Penyuluhan kesehatan kepada siswa minimal 1 tahun sekali
c. Pemeriksaan kesehatan minimal 1 (satu) tahun sekali




kesehatan yng dilakukan oleh pihak :

TEMPAT PELAYANAN
PASAL 3

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik disekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan
prasarana yang tersedia

WAKTU PELAYANAN
PASAL 4

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PEMBIAYAAN
Pasal 5§

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada pihak pertama sesuai
ketentuan yang berlaku.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 6
1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan
dengan musyawarah dan mufakat.

ARTURAN PERALIHAN
Pasal 8

Peninjuan Kembali Perjanjian ini Sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat
dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua
belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 9
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